NOMOR 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan
yang dilandasi dengan kebijakan keuangan daerah, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3209);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6041);



20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang  Sistem = Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 86);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah KabupatenBekasiTahun 2011 Nomor 12);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bekasi sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bekasi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama periode satu tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya
disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang
mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bekasi 2011-2031.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5
(lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi,
serta evaluasi kinerja.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus
menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk
mewujudkan visi Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bekasi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan:

a.

Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi,
arah kebijakan, program prioritas Daerah, dengan mempertimbangkan
RPJP Daerah;



b.

(1)

(2)

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanan pembangunan jangka
menengah yang memuat dokumentasi perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai
dengan tahun 2022; dan

Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan
bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam
mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan dokumen
perencanaan sebagai pedoman dalam:

a. Penyusunan RKPD;

b. Penyusunan Renstra PD;

c. Penyusunan Renja PD.

Tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk:

a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah
Daerah;

b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja
PD, dan Perencanaan Penganggaran;

c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJM daerah, Renstra PD,
Renja PD dan RKPD serta perencanaan penganggaran se-Kabupaten;

d. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi
serta dengan daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah meliputi:

a.

BABI : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya,
sitematika penulisan serta maksud dan tujuan.



. BABII

BAB IIT :

BAB IV :

BAB V

BAB VI :

BAB VII :

BAB VIII :

BAB IX :

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum aspek geografi dan demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum
dan aspek daya saing daerah

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kinerja keuangan masa lalu, kinerja keuangan masa
lalu serta perkiraan anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk S (lima) tahun ke depan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat penjelasan permasalahan pembangunan daerah, isu
strategis nasional dan regional serta isu strategis daerah yang
akan diselesaikan.

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan strategi, arah kebijakan dan
program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah
yang disusun berdasarkan misi pembangunan

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

Menjelaskan kebijakan umum pendanaan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan indikator
kinerja program perangkat daerah.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan indikator kinerja utama dan indikator kinerja
daerah serta indikator makro yang menjadi target dan
capaian.

PENUTUP



BAB V
ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH

Pasal 5

Uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJM Daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 7

RPJM Daerah dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Bupati Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Nopember 2017

BUPATI BEKASI,

TTD

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 21 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,
Ttd

UJu

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR: 7/246/2017.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

LEX SATUDY, SH.MM






